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ABSTRACT 

The double track system is a two-track system regarding 

sanctions in criminal law, namely types of criminal sanctions from one 

party and types of sanctions for actions on the other. In the double 

track system, the formulation of sanctions against narcotics abuse is a 

criminal law policy in the formulation of provisions governing the 

sanctions given to narcotics abuse offenders, namely in the form of 

criminal sanctions and sanctions considering the perpetrators of 

narcotics abuse have a slightly different position from other criminal 

offenders.On the one hand, narcotics users are perpetrators of criminal 

acts who must be punished, but on the other hand, they are victims of 

criminal acts they have committed themselves, so it is necessary to 

carry out an action in the form of rehabilitation.  

Therefore, the authors take the formulation of the problem, 

among others, How is the Decidendi Ratio against narcotics abuse 

perpetrators and what is the criminal law policy in the future against 

narcotics abuse offenders. 

In research for writing this thesis, the author will use a type of 

normative research. This research is conducted or aimed at written 

regulations and other legal materials. For legal research that is 

normative in nature, the author will use the type of normative research, 

which is a study focused on examining positive legal research, in this 

case, written legal materials. 

Reformulation of the definition of victims of narcotics abuse 

needs to be carried out with the concept of depenalization. The concept 

is that the criminal law policy in the future will include narcotics 

abusers themselves as victims who are obliged to undergo medical and 

social rehabilitation, not criminal law. 

 

Keywords: Narcotics, Victims, Rehabilitation, Double Track System 
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RINGKASAN 

 

Narkotika adalah merupakan bahan yang bermanfaat di bidang 

pengobatan atau pelayanan kesehatan serta dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan. Namun, disisi lain dapat pula menimbulkan 

ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau 

digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan benar. 

Dari sekian banyaknya aturan perundang-undangan pidana 

diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hanya ada 

beberapa Undang-Undang yang secara tegas memuat sanksi tindakan 

salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang 

Narkotika. Padahal jika konsisten dengan ide-ide dasar double track 

system, maka antara kedua jenis sanksi itu baik sanksi pidana maupun 

sanksi tindakan tidak saja berkedudukan sejajar tetapi juga harus 

dibedakan secara tegas. Dengan demikian pada tingkat kebijakan 

legislasi, kedua sanksi tersebut semestinya ditempatkan sebagai sanksi 

yang terpisah dan dalam kedudukan yang sejajar pula. Aparat penegak 

hukum dalam penanganan tindak pidana narkotika menggunakan 

ketentuan  pasal yang seharusnya untuk bandar, pengedar atau kurir 

kepada penyalahguna atau pecandu narkotika. Sehingga menimbulkan 

keambiguan penggunaan pasal dalam pemidanaan antara pecandu dan 

pengedar. Seyogyanya para pemakai/ pecandu dapat dimasukkan ke 

dalam korban penyalahgunaan narkotika sehingga kepada mereka dapat 

diberikan penanganan khusus (rehabilitasi).  

Pada double track system perumusan sanksi terhadap 

penyalahgunaan narkotika merupakan kebijakan hukum pidana dalam 

formulasi ketentuan- ketentuan yang mengatur mengenai sanksi yang 

diberikan kepada pelaku penyalahgunaan narkotika, yaitu berupa sanksi 

pidana dan sanksi tindakan mengingat pelaku penyalahgunaan 

narkotika memiliki posisi yang sedikit berbeda dengan pelaku tindak 

pidana lainnya. Satu sisi pengguna narkotika merupakan pelaku tindak 

pidana yang harus dihukum, namun disisi lain merupakan korban dari 

tindak pidana yang dilakukannya sendiri, sehingga perlu dilakukan 

suatu tindakan berupa rehabilitasi. Rehabilitasi terhadap pecandu 

narkotika adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu 
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dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut 

diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.  

Upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan 

bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) 

dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare). Oleh 

karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari 

politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai 

kesejahteraan masyarakat. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan 

lewat jalur “non penal” lebih bersifat tindakan pencegahan untuk 

terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-

faktor kondusif terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara 

lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang 

secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau 

menumbuhsuburkan kejahatan. 

Sistem pemidanaan dalam hukum pidana modern pada 

gilirannya berorientasi pada pelaku dan perbuatan (daad-dader 

straafrecht). Jenis sanksi yang ditetapkan tidak hanya meliputi sanksi 

pidana, tetapi juga sanksi tindakan. Pengakuan tentang kesetaraan 

antara sanksi pidana dan sanksi tindakan inilah yang merupakan hakikat 

asasi atau ide dasar dari konsep double track system. Double track 

system adalah kedua-duanya, yakni sanksi pidana dan sanksi tindakan. 

Meski cara ini memiliki keistimewaan dari segi proses resosialisasi 

pelaku, sehingga diharapkan mampu memulihkan kualitas sosial dan 

moral seseorang agar dapat berintegrasi lagi dalam masyarakat, namun 

terbukti kurang efektif memperbaiki seorang penjahat karena dianggap 

terlalu memanjakannya. 

Penggunaan narkotika sebenarnya tidak mempunyai masalah 

jika dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Penggunaan narkotika berkaitan erat dengan dunia kesehatan. 

Penggunaan narkotika diperbolehkan sepanjang tidak melanggar aturan 

yang telah ditetapkan. Aturan- aturan penggunaan narkotika ditetapkan 

dengan perUndang-Undangan, baik yang terkait dengan distribusi 

maupun penggunaannya. Penggunaan narkotika yang tidak sesuai 

dengan ketentuan, khususnya ketentuan yang berkaitan dengan 

kesehatan dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan. 

Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan salah satu atau beberapa 



 

 

x 

 

jenis narkotika yang dilakukan tanpa aturan kesehatan kesehatan 

maupun secara berkala atau teratur sehingga menimbulkan gangguan 

kesehatan jasmani jiwa dan fungsi sosialnya. Narkotika di satu sisi 

merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau 

pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan disisi 

lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan 

apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan 

pengawasan yang ketat dan saksama. 

Hakim dalam mengadili sebuah perkara hakim dapat mengacu 

pada ketentuan- ketentuan yang mengatur masalah jenis-jenis pidana, 

namun dalam menentukan jenis pidananya hakim harus melihat pada 

hasil pemeriksaan di sidang pengadilan dan mempertimbangakn faktor-

faktor apa saja yang menjadikan terdakwa melakukan tindak pidana 

tersebut. Dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 

tentang Narkotika mengatur mengenai ketentuan pidana dan tindakan 

rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan Narkotika. Berdasarkan faktor-

faktor dan alasan-alasan yang dikemukakan, tidak semua pelaku 

penyalahgunaan narkotika dapat dijatuhi dengan putusan tindakan 

rehabilitasi harus ada syarat-syarat dan klasifikasi tertentu yang diatur 

didalam Undang-Undang atau pun peraturan yang lainnya. Putusan 

hakim terhadap terdakwa tindak pidana penyalahgunaan Narkotika 

dijatuhkan berdasarkan pertimbangan yang sedail-adilnya sehingga 

tuntutan masyarakat akan tegaknya hukum dan keadilan dapat 

terpenuhi.  

Aparat penegak hukum telah banyak menangkap dan 

memenjarakan pecandu narkotika. Salah satu alasannya adalah tidak 

dapat lepas dari ketergantungan terhadap narkotika dan terpaksa 

kembali menyalahgunakan Narkotika. Sehingga pemidanaan dengan 

pidana penjara tidaklah efektif untuk menjerakan pecandu Narkotika. 

Oleh karena itu, Rehabilitasi dianggap sebagai pemidanaan yang lebih 

tepat untuk menanggulangi penyalahgunaan Narkotika”. Ketentuan 

Hakim dalam menjatuhkan putusan tindakan Rehabilitasi bagi terdakwa 

Penyalahgunaan Narkotika terdapat dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 

103 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika. 

Untuk menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana 

penyalahgunaan narkotika, hakim membuat pertimbangan-
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pertimbangan. Dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak 

pidana narkotika cenderung lebih banyak menggunakan pertimbangan 

yang bersifat yudiris dibandingkan yang bersifat non-yudiris. Berkaitan 

dengan tindak pidana narkotika Mahkamah Agung pada tanggal 7 

April 2010 telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung 

(SEMA) Nomor 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, 

Korban Penyalahgunaan dan Korban Pecandu Narkotika Kedalam 

Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Diterbitkannya 

SEMA tersebut memungkinan bagi pengadilan dalam memutus perkara 

tindak pidana narkotika berupa putusan hukuman rehabilitasi, dimana 

tempat-tempat yang menjadi tempat untuk rehabilitasi dimaksud telah 

pula ditentukan, tetapi untuk dapat seseorang terdakwa dijatuhi hukum 

ini harus memenuhi beberapa persyaratan yang terdapat dalam SEMA 

(Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 4 Tahun 2010. Rehabilitasi 

jauh lebih baik dari pada pidana penjara bagi pengguna narkotika. Jika 

pengguna direhabilitasi maka mereka akan pulih dari 

ketergantungannya dan enggan mengkonsumsi barang haram lagi. 

Pasalnya konstruksi hukum di negeri ini menganut double track system 

pemidanaan, yang pada intinya, pengguna narkoba bisa dipenjara atau 

direhabilitasi berdasarkan vonis hakim 

Pelaksanaan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang 

Narkotika mengamanatkan kepada masyarakat, khususnya para 

penegak hukum untuk menangani penyalahgunaan narkotika agar 

menjamin upaya pengaturan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial 

bagi penyalah guna dan pecandu narkotika. Amanat Undang-Undang 

tadi secara khusus diberikan kepada para hakim yang memeriksa dan 

mengadili perkara penyalah guna narkotika (tersangka penyalah guna 

dan dalam keadaan ketergantungan). Kepada tersangka penyalah guna 

narkotika yang terbukti bersalah, hakim dapat memutuskan 

memerintahkan yang bersangkutan menjalani rehabilitasi. Begitu pula 

kepada tersangka penyalah guna narkotika yang tidak terbukti bersalah, 

hakim dapat menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan 

menjalani rehabilitasi. Hukuman rehabilitasi merupakan hukuman 

paling tepat bagi penyalah guna narkotika yang bermasalah dengan 

hukum sebagai alternatif atau pengganti hukuman, dimana penyalah 

guna narkotika harus menjalani tindakan perawatan, pendidikan, after 
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care, rehabilitasi dan re-integrasi sosial.  

Reformulasi terhadap definisi korban penyalahgunaan 

narkotika perlu juga dilakukan dengan konsep depenalisasi. Konsep itu 

adalah kebijakan hukum pidana di masa yang akan datang memasukan 

penyalahguna narkotika bagi diri sendiri ke dalam korban yang wajib 

menjalani rehabilitasi medis dan sosial, bukan hukum pidana. 

 

Kata Kunci : Narkotika, Pelaku Penyalahgunaan, Double Track 

System 
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